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PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 5 TAHUN 201#3

TENTANG

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) OIKOUMENE SORONG DI KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SORONG,

Menimbang : a. bahwa dengan keberhasilan pelaksanaan  program  Wajib
Belajar Dasar 9 Tahun, telah meningkatkan j mlaih tanmata
Sekolah Menengah Pertama (SMP) vang membutuhkan
layanan pendidikan pada jenjang Sckolah Menengah
Kejuruan (SMK) di Kota Sorong;

b. bahwa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMI') di Kota
Sorong belum seluruhnya dapat tertampung pada Sckalah
Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta yang sudah ada
di Kota Sorong maka perlu diberikan izin operasional dan
pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA] Oikoumene
Kota Sorong;

C. bahwa berdasarkan perumbangraebagnn. o L oo
dalam huruf a dan huruf b, perlu menctipkan Peraturan
Walikota Sorong tentang Pemberian hin Mendinikan Sekolah
Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong di Kota Sorong;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniag,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota

Sorong (Lembaran Negara Republik Indoncsiv Tahiun 1999
Nomor~ 173, Tambahan Lembaran Negara ?cpublik Lidoniesiag
Nomer 3894) sebagaimana telah diubah dengnn Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tcrababian o atasy
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, I'tovinst s .o.va
Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Min! , Kabupoater,
Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara osaabtik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tamb:iiin Letinoamn
Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi [apua s a.. . £ ol
Indonesia tahun 2001 Nomor 135, Tamb: du o
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sehagaarice g N
diubah dengan udang - undang Nomor 35 tahun Jo0x
tentang penetapan peraturan pemeritah penggant) imdang
undang Nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan undang

undang Nomor 21 Nomor Tahun 2001 tentang Otomon
khusus bagi provisi papua menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik indonesia ahun 2008

Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Repiihiik ‘nor ewn
Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ter:
Negara (Lembaran Negara Republik Indones.. b,
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Kepubiie nde
Nomor 4286);



[9]]

10.

12.

13.

Memperhatikan

T_fndanv—"r!f!ﬂnp MNan .

Negara -Lr;.rnb:ﬁ;_m Negara  Fepnhi Vi g

Nomor S, Tambahan Lembaran e, Cphin]

Nomor 4355):

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sisten

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nepar:
Republik Indonesia Nomor 4421);

Unda_ng-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ientane Sistem
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negi Repubik indane o
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara tepublile o enin
Nomor 4301); '

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang  Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republilk Tudone: ., Lot 2050
Nomor 125, Tamba_han Lembaran Negara 1. punlik Indaonesin
Nomor4437) sebagaimana telah diubah beberapa kalr teral:hjs

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahur Q0 tentiuyy,
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undanyg:
(  Lembaran Negara Republik Indanacin  mab..= ;e
Nomor 59, Tambalian LCIDATAL  vepora itk 101
Nomor 4844,

. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 200 lentang Pernmbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Peinerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nonior 1 2¢,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentany Pembentulkar

Peraturan Perundang — undangan ( Lembaran Megara  Republilk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemharin Nee gy
Republik Indonesia Nomor 5233)

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 1eq1.4 B Pencidhilan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indone:ai Tahian 19090
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomro 3413) sebagaimana tclah diubab  denpan eraturnan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran- Lemyarian Nes: g
Republik Indonesia Nomor 3763);Peraturan Peiner ity gy 1)
Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dadinn Pendidii g,
Nasional (Lembaran Negara Republik Indoncsii [ahun Ly
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republile Indonesia
Nomor 3485);

. aCputusan Menteri Pendidikan Nasional Norveor v

tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

Keputusan Direktur Manajemen Pendidikan Dasar 1 Meneng:l
Nomor 251/C/kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 003 fenting
Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah  Nejurian voing
Menetapkan bahwa salah satu program studi  Pendidikon
Menengah Kejuruan adalah Teknologi.

Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahur. 2008 *c 1

susunan Organisai dan Tata Kerja Dinas-Din:s ot

: 1. Surat Telaahan Staf Kepal:. SHIRE B 0
Kota Sorong Nomor 420 / 292, tanggal 19 Moger o ot

Telaahan Staf sebagai Pertimbangan Teknis Fermohona: i
Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) OUthuor.c o

2. Surat Permohonan Yayasan Oilumene oo .
) K {:

(YOPINDO Sorong} Nomor 127
tanggal 30 Januari 2013.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN [JIN
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
OIKOUMENE SORONG DI KOTA SORONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan .

1. Daerah adalah Kota Sorong

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah seoagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Sorong.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.

5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota sorong.

pala Dinas Pendidikan adalah Kepala bitas el s,

7. Seckolah Menengah Atas adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) ©0 o
Sorong.

BAB 11
PENDIRIAN

Pasal 2

[jin Operasional dan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA; Oikoumcone
Sorong, diberikan kepada kepada Yayasan QOikumene Papua Indoncsia (YOIIN] DO

Sorong) sebagai penyelenggara Sekolah Menengah Atas (SMA] Oikourene
Sorong.

BAB III
NAMA, TEMPAT DAN STATUS SEKOLAH
Bagian Pertama f
Nama
Pasal 3
Nama Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumenec Sorongs

Bagian kedua
Tempat

Pasal 4
Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong bertempat b Hoto Sorong
Provinsi Papua Barat.
Bagian Ketiga
Status
Pasal 5

Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong berstatus Sekolah Swasta.



BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

{“s(-‘klcl)lah Mcner}gah Atas (SMA) Oikoumene Soronp diwapblo e b s Tl
<urikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintal:.

Pasal 7

!]i)tala.m menge:]ola dan menyelenggaralcap pendidikan pada Sckolah Menengzal
as (SMA) Oikoumene Sorong, maka Dinas Pendidilaae . 1 S

d: v pengelola wajib mentaati dan melaksanalkan semun peratucan | dne

Undangan Denyelengga.l‘aan Sekolah Menengah INejpruan Sl

ditetapkan dan diatur oleh Menteri Pendidikan, Pemerimtan Lrovinsi

Barat, dan Pemerintah Kota Sorong.

E';||u:.|

Pasal 8

Dilarang untqk menjadikan Sekolah Menengah Atas (SMA) O ' o N
untuk kepentingan politik atau golongan tertenty

Pasal 9

Dglam penyelenggaraan Pendidikan pada Sckolah  Menengab A, SNA
Oikoumene Sorong dilarang menjadikannya untuk tujpnan oy ban sl
Serta dilarang melakulkan pemungutan brava  vang ok S denpn
Keputusan Menteri Pendidikan .

Pasal 10
1. ] £ N . . %
Uni o dupit nenjomin mutu pendidikan pada Sclaoinli Mon- itAL A
Oikoumene Sorong, maka Dinas Pendidikan Kota Sorong ) ¥ b T

pcnge}ola diwajiblkan menyediakan Sarana, prasarana, tenaga pendidih dan i
Seésuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidile

Pasal 11
Jumlah Jam Pelajaran pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Oilcon e
harus sesuai dengan jumlah jam pelajaran  atan alokias: o e TRTEr
sebagaimana diatur dalam kurikulum Nasional, namnn apalals Lo e |
dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dapat menambali ol wedern
pelajaran setelah mendapat fjin dari Kepala Dinas Pendidic o oty oo

dengan tetap memperhatikan hak peserta didik untul istirah. ot 4 o e

BAB V
PROSES PENDIDIKAN

Pasal 12

Lama Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA] Oilov i1 S
adalah 3 tahun dan tidak dibenarkan menyelenggarakan o rcopa o L
akselerasi pendidikan kurang dari 3 (tiga) tahun.



N

Dalam mengelg; Pasal 13
elola o
(SMa) Oikoumene Pglg¥efenggaran pendidikanu pada Sckolul Mencr p
menjalankan prinsip tr Ong  khususnya dalam pengelolaon  keuangan
ansparansi atau keterbulkaan dimn akuntabinitas,

Mot Pasal 14
~'nporkan kinerj :
djdil{p SCtiakaL):hr']a dlan femajuan sekolan d1Sertan daltar fadis o o
Sorong. an kepada Walikota Sorong melalai Dina Lt
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
gln ini Sewak_tu—waktu dapat dicabut apabila tidak menanti lcetentin
eraturan Walikota Sorong ini.
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal dindangici

Agar Setif—lp orang mengetahuinya, memerintahlcan pengund. oe e e
Walikota ini dengan penempatannya dalamn Berita Dacrah Kota Sorongn

Ditetankan di Qarane
padia tanggat Wil

WALIKOTA SORONG,
CAP / TTD
LAMBERTHUS JITMAU

r

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 10 -4 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP / TTD
H. E. SIHOMBING

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG
KEPALA BAGI?, HUKUM

T surfMMAN
PENATA Tk.I (II1/d)
NIP. 19580510 199203 1 005

Aarar

Labaumn



